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GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

a.

bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggara Negara yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,
diperlukan komitmen di Lingkungan Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta wuntuk melaporkan harta
kekayaannya;

. bahwa untuk memperkuat komitmen sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dalam pencegahan korupsi diperlukan
kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi
dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, dan huruf b, serta memperhatikan Surat Edaran
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban
Penyampaian Dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah, perlu
mengatur mekanisme pelaporan harta kekayaan
penyelenggara negara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3
jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembara Negara
Republik Indonesia Nomor 827);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4250;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3,10, dan 11 tahun
1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
58);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Intruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG WAJIB LAPOR HARTA

(1)

(2)

(1)

(2)

KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal 1

Penyelenggara Negara wajib melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut :

a. Gubernur;

b. Wakil Gubernur;

c. Pejabat Struktural Eselon [;
d. Pejabat Struktural Eselon II;
e. Pejabat Struktural Eselon III;
f. Pejabat Struktural Eselon IV.

Pasal 2

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) wajib
melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia untuk pertama kalinya dengan menggunakan formulir
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Model A yang
diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia .

Penyelenggara Negara wajib melaporkan perubahan terhadap harta kekayaan
yang pernah dilaporkan sebelumnya dengan menggunakan formulir Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Model B yang diterbitkan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, apabila:

a. mengalami mutasi dan atau promosi jabatan;
b. mengakhiri jabatan dan atau pensiun;
c. 2 (dua) tahun dalam jabatan yang sama;

d. sewaktu-waktu atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam
pemeriksaan kekayaan.

Pasal 3

Penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 4

(1) Pendataan Penyelenggara Negara yang wajib melaporkan harta kekayaannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan oleh Tim
Pendataan, Pendaftaran, Pendistribusian, Pelaporan dan Pemutakhiran Data
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta yang wajib melaporkan harta kekayaan kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 5

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2010 tentang Laporan Harta Kekayaan Bagi
Pejabat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Maret 2015
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